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RINGKASAN

Dalam pendayagunaan sumber daya alam,baik hayati maupun non-hayati,
sanagal mempengaruhi  kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem
kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya,
Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya,
dan pengaruh atau dam pak yang akan ditimbulkan akibat pemakaian. Kegiatan vang
menyebabkan pencemaran secara langsung atau tidak langsung, lambat laun, cepat
atau lambat akan mengakibatkan perusakan lingkungan. Perusakan lingkungan dapat
terjadi selain diakibatkan oleh adanya pencemaran juga karena dilakukannya
pembudidayaan  sumber  daya tanpa  memperhatikan  kemampuan  dan
pengembangannya.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan
masalah secara yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data
primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data vang diperoleh dari
hasil interview dengan pejabat-pejabat yang terkait, pengusaha, dan masyarakat
sekitasnya. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari
kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang
lain yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti. Metode
pengumpulan data yaitu suatu metode yang dalam hal ini erat kaitannya dengan
sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang
diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Analisis
yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu memperoleh gambaran secara
singkat satu permasalahan yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan kemudian disusun
secara logis dan sistematis. Data yang terkumpul kemudian ditarik kesimpulan
dengan menggunakan metode dedukiif yaitu metode yang mengangkat dari hal yang
bersifat umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus.
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Dalam penulisan skripsi ini, permasalahan vang diambil adalah bagaimanakah
upaya pihak pencemar dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup serta sistem
penegakan hukum vang berlaku dan bagaimana tindakan masvarakat dan pemerintah
terhadap kerusakan lingkungan hidup serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup
melalui pengadilan.

Masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau
penegakan hukum lingkungan tersebut. Hukum lingkungan dibuat dengan tujuan
untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat, sehingga
jangan sampai terjadi bahwa karena dilaksanakannya peraturan tersebut masyarakat
Justru menjadi resah.Lebih lanjut peran seria masyarakat adalah penting dan tidak
dapat diabaikan dalam rangka memberi informasi kepada pemerintah mengenai
masalah-masalah dan konsekuensi yang timbul dari tindakan yang direncanakan
pemerintah. Dengan demikian pemerintah dapat mengetahui adanya berbagai
kepentingan dapat terkena tindakan tersebut dan perlu diperhatikan.

Berdasarkan uraian diatas maka saran vang dapat diberikan berkaitan dengan
permasalahan yang ada yaitu untuk lebih meningkatkan kelestarian lingkungan
hidup,maka sebaiknya penyuluhan diadakan lebih intensif dan dari masyarakat,
pengusaha, dan pemerintah diharapkan agar dapat menanggulangi segala pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup dengan melestarikan lingkungan sekitarnya, agar
terhindar adanya suatu lingkungan yang tidak sehat.

xiii
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Dalam penulisan skripsi ini, permasalahan yang diambil adalah bagaimanakah
upaya pihak pencemar dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup serta sistem
penegakan hukum vang berlaku dan bagaimana tindakan masyarakat dan pemenntah
terhadap kerusakan lingkungan hidup serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup
melalui pengadilan.

Masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atay
penegakan hukum lingkungan tersebut. ukum lingkungan dibuat dengan tujuan
untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat, schingga
jangan sampai terjadi bahwa karena dilaksanakannya peraturan tersebut masyarakat
Justru menjadi resah.Lebih lanjut peran serta masyarakat adalah penting dan tidak
dapat diabaikan dalam rangka memberi informasi kepada pemerintah mengenaj
masalah-masalah dan konsekuensi yang timbul dari tindakan yang direncanakan
pemerintah. Dengan demikian pemerintah dapat mengetahui adanya berbagai
kepentingan dapat terkena tindakan tersebut dan perlu diperhatikan.

Berdasarkan uraian diatas maka saran yang dapat diberikan berkaitan dengan
permasalahan vang ada vaitu untuk lebih meningkatkan kelestarian lingkungan
hidup,maka sebaiknya penyuluhan diadakan lebih intensif dan dari masyarakat,
pengusaha, dan pemerintah diharapkan agar dapat menanggulangi segala pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup dengan melestarikan lingkungan sekitarnya, agar
terhindar adanya suatu lingkungan yang tidak sehat
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh
lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun
perlindungan manusia pada hingkungannya. Alam vang ada secara fisik dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang
lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sehaliknya,
apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat
situasinya. Dalam pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati,
sangal mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan
yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Manusia
dalam memanfaatkan sumber daya alam ini harus memperhatikan tujuannya, dan
pengaruh atau dampak yang akan ditimbulkan akibat pemakaian,

Apabila dampak vang ditimbulkan tidak diperhatikan, akibatnya akan
dirasakan oleh generasi berikutnya. Keseimbangan sumber daya alam akan sulit
tercipta kembali dan akan memakan wakty yang cukup lama dengan biaya yang tidak
sedikit. (Subagyo, 1992 - 1).

Sumber daya alam di dunia ini mempunyai kedudukan serta peranan penting
bagi kehidupan, juga sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa perlu dikelola dan
dimanfaatkan secara lestari, selaras dan seimbang bagi kesejahteraan rakyat banyak
untuk masa kini dan mendatang. Tidak dijamahnya sumber daya yang ada, tidak
menjamin pula keseimbangan ekosistemnya, pada dasarnya unsur- unsur sumber daya
alam dan ekosistemnya saling bergantung dan saling mempengaruhi, dengan
kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem.

Terpeliharanya ekosistem pada titik keseimbangan yang normal sanpat
menentukan dalam menciptakan lingkungan yang selaras dan serasi pada kondisi
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lebth luas lagi, sehingga kemampuan mengkondisikan situasi yang demikian, sangat
menunjang dalam menciptakan maupun dilaksanakannya kebijaksanaan terpadu dan
menyeluruh dalam memajukan kesejahteraan umum. Lingkungan hidup merupakan
wadah dengan segala kelengkapannya yang alamiah memberikan kehidupan bagi
umat manusta dan makhluk hayati yang ada di dalamnya. Manusia sebagai makhluk
hidup vang merupakan bagian dari sistem lingkungan hidup. selalu berinteraksi
dengan lingkungannya. Di dalam usaha mencapai hidupnya, manusia mengolah
bahan- bahan atau sumber-sumber kekayaan alam yang ada, misalnya mengolah
bahan- bahan tambang dan sebagainya.

Satu aliran mengatakan bahwa peristiwa pencemaran sudah dikatakan terjadi
bila yang dirusakkan oleh bahan pencemar tersebut tidak harus manusianya, tetapi
cukup bila hanya organisme hidup yang menunjang kehidupan manusia ( Amsyari,
1981:51).

Akal budi manusia telah melahirkan kelengkapan sarana teknologi yang
tinggi, schingga akan meringankan kehidupan manusia dalam memenuhi
kebutuhannya. Namun betapa tingginya hasil teknologi yang dihasilkan manusia
sekarang ini, manusia akan tetap menyadari bahwa hidupnya bergantung dan
dipengaruhi oleh lingkungan hidup di sekitarnya. Hal ini berhubungan dengan usaha
penggalian batu kapur vang ada di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten
Jember, yang merupakan usaha potensial dalam ikut serta menunjang keberhasilan
pembangunan. Dengan adanya penggalian batu kapur sebagai bahan bangunan
tersebut, dapat ditarik sejumlah dana oleh pemerintah Daerah yang dapat digunakan
untuk pembiayaan pembangunan. -

Penggunaan peralatan modern atau bahan peledak dalam usaha penggalian
batu kapur, yang merupakan suatu bukti modemisasi, akan tetapi hal ini
menimbulkan permasalahan-permasalahan yang perlu untuk dipecahkan yaitu dengan
disertainya penghijauan di bekas pengealian. Perusakan lingkungan dilakukan karena
kurang memperhatikan ekosistem. yang tidak jarang kita lihat dischabkan karena

pencemaran debu- debu dari pembakaran batu kapur. Pengertian pencemaran
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adalahnya masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau
komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan
schingga kualitas lingkungan tidak pada titik standarnya dan menyebabkan
lingkungan berubah menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan
peruntukannya,

Berdasarkan Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagai Daerah Otonomi, maka
bidang pertambangan dan energi pengurusannya dititik beratkan pada daerah
kabupaten / kota vang berfungsi sebagai pengaturan, pemrosesan perizinan,
pembinaan usaha, pengawasan eksplorasi, produksi, keselamatan dan kesehatan
lingkungan dan konservasi, pengelolaan informasi, pengevaluasian dan pelaporan.

Untuk melaksanakan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat,
pelaku usaha pertambangan umum dan energi, maka Pemerintah Kabupaten Jember
menetapkan Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2002 tentang Pengelolaan
Pertambangan dan Energi.

Kondisi di atas membuat penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi
ini, terutama untuk mengetahui lebih mendalam dan menganalisis permasalahan-
permasalahan di dalam usaha penggalian batu kapur yang mengakibatkan adanya
pencemaran dan perusakan lingkungan Oleh karena itu judul skripsi yang diambil
oleh penulis adalah “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTANGGUNG-
JAWABAN BAGI PERUSAK ATAU PENCEMAR LINGKUNGAN MENURUT
UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 19977

1.2 Ruang Lingkup

Membahas suatu permasalahan harus ditentukan terlebih dahulu ruang
lingkup pembahasannya. Hal ini dilakukan agar pembahasan tidak keluar dari jalur
kerangka yang telah ditentukan Penulisan ini akan dibatasi oleh Undang- undang
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap usaha
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penggalian batu kapur dan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 17 Tahun
2002 tentang Pengelolaan Pertambangan dan Energi.

1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di  atas, maka vang menjadi
permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut -
|. Bagaimanakah upaya pihak pencemar dalam mencegah kerusakan ligkungan
hidup serta sistem penegakan hukum yang berfaku ?
2. Bagaimanakah tindakan masyarakat dan pemerintah terhadap kerusakan

lingkungan hidup serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui
pengadilan ?

1.4 Tujuan Penulisan
Penulisan skripsi mempunyai tujuan sebagai berikut:
L.4.1 Tujuan Umum

a. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai prasyarat yang telah ditentukan guna
meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

b. Untuk melengkapi, menyempumnakan dan mengembangkan ilmu yang
didapat selama proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember,
schingga benar dapat diterapkan dan bermanfaat bagi kehidupan
masyarakat,

1.4.2 Tujuan Khusus

a. Ingin mengetahui tanggungjawab para pencemar , terhadap akibat yang
ditimbulkan atas penggalian dan pemrosesan batu kapur terhadap
lingkungan.

b. Ingin mengetahui tindakan masyarakat sekitar penambangan dan tindakan

pemerintah sehubunpan dengan adanya pencemaran dan/ atau kerusakan
lingkungan.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

5

L.5 Metodologi
Metodologi adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan
menguji kebenaran suaty pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan
metode ilmiah. Agar suatu karya ilmiah atau skripsi mempunyai nilai ilmiah, maka
perlu diperhatikan syarat- syarat metode ilmigh. lmiah atau tidaknya suaty sknipsi
dipengaruhi oleh pemilihan dan penggunaan metode penulisan, bahan atay kajian
serta metode penelitian.
Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode
penulisan sebagai berikut:
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah
Untuk menjamin kebenaran pertanggungjawaban ilmiah dalam penulisan karya
ilmiah ini pendekatan masalah yang digunakan suatu metode pendekatan
secara yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-
undangan, teori- teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan
permasalahan yang dibahas”, (Soemitro, 1998:24).
1.5.2 Sumber Data
Di dalam penyusunan skripsi ini, sumber data yang digunakan adalah:
a. Sumber Data Primer
Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil interview dengan
pejabat-pejabat yang terkait, pengusaha, dan masyarakat sckitarnya
b. Sumber Data Sekunder
Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari
kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penclitian dan
pengolahan orang lain yang biasanya dls&dla.lmn di perpustakaan atau milik
pribadi peneliti. (Soemitro, 1998 : 20).
1.5.3  Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan hal yang erat kaitannya dengan sumber data,
karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan
untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penulisan
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skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data vartu melalu Studi
literatur adalah metode pengumpulan bahan  dengan  mempelajari  dan
menelaah  buku  maupun perundang-undangan,  dokumen-dokumen. vang

berkaitan dengan lingkungan hidup

1.6 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif
Kualitatif vaitu upaya untuk mem peroleh pambaran secara singkat satu permasalahan
yang didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, vang berkaitan
dengan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini dan kemudian disusun secara
logis dan sistematis (Soemitro, 1998 - 98)

Data yang terkumpul tersebut kemudian ditarik kesimpulan  dengan
menggunakan metode deduktif vaitu suatu metode yang berangkat dari hal-hal yang
bersifat umum menuju pada hal-hal yan g bersifat khusus.
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BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Dalam usaha penggalian atau penambangan batu kapur di desa Grenden.
Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, salah satu warganya vang bermama Bapak
Abdul Muim yang awalnya merasa terganggu dengan adanva penambangan serta
peledakan batu kapur yang mengakibatkan suara yang bising serta debu- debu
pembakaran batu kapur. Bukan hanya itu akibat yang ditimbulkan oleh peledakan
batu kapur yaitu kaca- kaca rumah warga sekitar penambangan tersebut bergetar, dan
Jika getaran vang ditimbulkan sangat kuat. maka kaca-kaca tersebut dipastikan bisa
pecah. Namun hanya beberapa rumah warga vang terjadi adanya kecelakaan akibat
peledakan batu kapur tersebut. Para pengusaha batu kapur juga turun tangan dengan
adanya kecelakaan tersebut, vaitu dengan mengganti kaca- kaca rumah warga di
sekitar penambangan. Dari itulah Bapak Abdul Muim sadar bahwa penggalian batu
kapur itu sebagai salah satu penunjang dana pembiayaan pembangunan.

Kegiatan yang menyebabkan pencemaran secara langsung atau tidak
langsung, lambat laun, cepat atau lambat akan mengakibatkan perusakan lingkungan,
Perusakan lingkungan dapat terjadi selain diakibatkan oleh adanya pencemaran juga
karena dilakukannya pembudidayaan sumber daya tanpa memperhatikan kemampuan
dan pengembangannya.

2.2 Dasar Hukum
Dasar hukum sebagai landasan yuridis penulisan sknipsi ini adalah:

I. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, yang menyatakan :
“"Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan,
dan makhluk hidup, termasuk manusia dan penlakunya, yang mempengaruhi

kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup
lain™:
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Pasal 3  Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, yang menyatakan

“Pengelolaan lingkungan hidup vang diselengoarakan dengan asas tanggung

lawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat tujuan untuk mewujudkan

pembangunan berkelanjutan vang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat

Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa™.

Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 vang menvatakan : "Dalam

rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah berkewajiban:

a. mewujudkan, menumbuhkan. mengembangkan dan memngkatkan kesadaran
dan tanggungjawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan
hidup;

b. mewujudkan, menumbuhkan, mengemabngkan, dan memingkatkan kesadaran
akan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
hidup;

¢. mewujudkan menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan
antara masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

d. mengembangkan dan menerpkan kebijaksanaan nasional pengelolaan
Iingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup;

e. mengembangkan dan menerapkan perangkal vyang bersifat preemtif,
preventif, dan proaktil dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup;

f. memanfaatkan dan mengembangkan tekhnologi yang akrab lingkungan
hidup;

g menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan
hidup;

h. menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarl uaskannya kepada
masyarakat;

1. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang
lingkungan hidup.

Pasal 18 ayat (1) Undang- undang Nomor 23 Tahun 1997, yang menyatakan:
"Setiap usaha dan / atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting
terhadap lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/ atau
kegiatan™.

Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, yang menyatakan:
“Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan / atag kegiatan wajib
diperhatikan:

4. rencana fata ruang;
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b.  pendapat masyarakat

¢ pertimbangan dan rekomendasi pejabat vang berwenang yang berkaitan
dengan usaha dan/ atau kegiatan tersebut”

Pasal 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, vang menvatakan

(1) gubernur [ Kepala Daerah Tingkat | berwenang  melakukan  paksaan
pemenntahan terhadap penanggungjawab dan/ atau kegiatan untuk mencegah
dan mengakhini terjadinya pelanggaran, serta menanggulang: akibat yang
ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan,
penanggulangan dan / atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan
Undang-undang.

(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada
Bupati / Walikotamadva / Kepala Daerah l'ingkat Il dengan Peraturan Daerah
lNngkatl.

(3) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada
pejabat  yang  berwenang  untuk  melakukan paksaan  pemerintahan,
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

(4) Paksaan pemerintahan sebag aimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
didahului dengan surat perintah dan pejabat yang berwenang

(3) Tindakan penyelamatan, penanggulangan dan/ atau pemulihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang
lertentu

Pasal 31 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, yang menyatakan:
Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan
untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk ganti rugi dan / atau mengenai
tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak
negatif terhadap lingkungan hidup”

Pasal 32 Undang- undang Nomor 23 Tahun 1997, yang menyatakan: "Dalam
penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 31 dapat digunakan Jasa pihak ketiga, baik yang tidak
memiliki  kewenangan mengambil keputusan, maupun yang memiliki
kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa
lingkungan hidup”,

Pasal 34 ayat(1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, yang menyatakan -
Setiap perbuatan melanpgar hukum berupa pencemaran dan / atau perusakan
lingkungan hidup yang menimbulkan kerugan pada orang lain atau lingkungan
hidup, mewajibkan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan untuk membayar
ganti rugi dan/ atau melakukan tindakan tertentu”™

Pasal 33 ayat (3) Undang- undang Dasar 1945, yang menyatakan - "Bumi dan air

dan kekayaan alam vang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat”™.
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Il Pasal 1365 Kitab Undang- undang Hukum Perdata, yang menyatakan:" Tiap
perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang vang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannva untuk
menggantikan kerugian tersebut™

2. Pasal 1865 Kitab Undang- undang Hukum Perdata, vang menyvatakan @ “Setiap
orang yang mengaku mempunyai suatu hak. atau menunjuk suatu peristiwa
untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib
membuktikannya adanya hak itu atau kejadian vang dikemukakan itu”.

13. Pasal | ayat (14) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan
Pertambangan dan Energi yang menyatakan , “Izin pertambangan daerah adalah
1zin atau kuasa pertambangan untuk melakukan semua atay sebagian tahap usaha
pertambangan yang meliputi pertambangan umum, pertambangan bahan galian

golongan C, pemanfaatan air bawah tanah, minyak dan gas bumi, dan
pelistrikan™.

14. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan
Pertambangan dan Energi, yang menyatakan . "Setiap usaha pertambangan dan
energl di Kabupaten Jember dapat melakukan kegiatan setelah mendapat izin
dari Bupati”.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Sistem Perizinan

Pengelolaan lingkungan hidup hanya dapat berhasil menunjang pembangunan
yang berkesinambungan apabila administrasi pemenntah berfungsi secara efektif dan
terpadu. Salah satu sarana yuridis normatif untuk mencegah dan menanggulangi
pencemaran lingkungan adalah sistem perizinan, Dewasa ini jenis dan prosedur
perizinan di Indonesia masih beraneka ragam, rumit dan sukar ditelusuri, sehingga
sering merupakan hambatan bagi kegiatan dunia usaha. lzin tertulis diberikan dalam
bentuk penetapan penguasa. Pemberian izin yang keliru atau tidak cermat serta tidak
memperhitungkan  dan  mempertimbangkan kepentingan  lingkungan akan
mengakibatkan terpanggunya keseimbangan ckologis yang sulit dipulihkan. Perizinan
merupakan instrumen kebijaksanaan lingkungan yang paling penting,
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Izin tertulis diberikan dalam bentuk penctapan (beschikking) penguasa,
Pemberian izin yang keliru atau tidak cermat serta tidak memperhitungkan dan
mempertimbangkan Kepentingan lingkungan akan mengakibatkan terganggunya
keseimbangan ekologis vang sulit dipulihkan. Perizinan merupakan instrumen
kebijaksanaan lingkungan vang paling penting ( Rangkuti, 1987:92),

Menurut ketentuan pasal 18 UUPLH menyatakan:

(1) Setiap usaha dan / atau kegiatan yang memnimbulkan dampak besar dan penting
terhadap lingkungan hidup wajib memiliki  analisis mengenal  dampak
lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan / atau kegiatan.

(2) lzin melakukan usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberikan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang- undangan
vang berlaku.

(3) Dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan persyaratan dan
kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.

Penjelasan pasal 18 ayat (1) UUPLH menyatakan, bahwa contoh izin yang
dimaksud adalah antara lain izin kuasa pertambangan untuk usaha di bidang
pertambangan, atau izin usaha industri untuk usaha bidang industri.

Penjelasan ayat (3) menyatakan: “Dalam izin melakukan usaha dan / atau
kegiatan harus ditegaskan kewajiban yang berkenaan dengan penaatan terhadap
ketentuan mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh
penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan dalam melaksanakan usaha dan / atau
kegiatannya. Bagi usaha dan / atau kegiatan yang diwajibkan untuk membuat atau
melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup,maka rencana
pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh
penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan harus dicantumkan dan dirumuskan
dengan jelas dalam izin melakukan usaha dan atay / kegiatan. Misalnya kewajiban
untuk mengolah limbah, syarat mutu limbah vang boleh dibuang ke dalam media
lingkungan hidup, dan kewajiban yang berkaitan dengan pembuangan limbah, seperti
kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau
tersebut kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang pengendalian dampak
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lingkungan hidup. Apabila suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, menurut peraturan
perundang- undangan vang berlaku diwajibkan analisis dampak lingkungan hdup,
maka persetujuan atas analisis mengenal dampak lingkungan hidup tersebut harus
diajukan bersama dengan permohonan izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan.

Pasal 19 ayat (1) UUPLH menyatakan bahwa dalam menerbitkan izin
melakukan usaha dan / atau kegiatan wajib diperhatikan -
4. Rencana tata ruang
b.  Pendapat masyarakat
c. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang vang berkaitan dengan

usaha dan/ atau kegiatan tersebut

Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa keputusan izin melakukan usaha dan /
atau kegiatan wajib diumumkan. Penjelasan ayat (2), bahwa pengumuman izin
melakukan usaha dan / atau kegiatan merupakan pelaksanaan atas keterbukaan
pemerintahan. Pengumuman izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan tersebut
memungkinkan peran serta masyarakat khususnya yang belum menggunakan
kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain- lain dalam proses
pengambilan keputusan izin.

Pasal 20 UUPLH menyatakan -

(1) Tanpa suatu keputusan izin, setiap orang dilarang melakukan pembuangan
limbah ke media lingkungan hidup.

(2) Setiap orang dilarang membuang limbah vang berasal dari luar wilayah
Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia.

(3) Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berada pada Menten.

(4) Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi pembuangan yang ditetapkan oleh
Menteri.

(3) Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut dengan peraturan perundang-
undangan.
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Penjelasan Pasal 20 ayat (4) menyatakan, bahwa suatu usaha dan/ atau
kegiatan akan menghasilkan limbah. Pada umumnya limbah im harus diolah terlebih
dahulu sebelum dibuang ke media lingkungan hidup sehingga tidak menimbulkan
pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal tertentu, limbah vang
dihasilkan oleh suatu usaha dan/atau kegratan itu dapat dimanfaatkan sebagai bahan
baku suatu produk. Namun proses pemanfaatan tersebut akan menghasilkan limbah.
sebagal residu yang tidak dapat dimanfaatkan kembali, yang akan dibuang ke media
lingkungan hidup.,

Mengingat kewajiban pengusaha melakukan upaya pengendalian dampak
lingkungan hidup adalah salah satu syarat dalam perizinan. Mengingat fungsi
penzinan adalah untuk membina. mengarahkan, mengawasi dan menerbitkan
kegiatan- kegiatan dalam bidang tertentu, maka kewajiban memelihara kelestarian
kemampuan lingkungan dapat dimasukkan dalam prosedur perizinan usaha
perdagangan, baik pada taraf mengajukan permohonan (pernyataan untuk melakukan
upaya tertentu dalam rangka pencegahan pencemaran yang dapat timbul dengan
adanya usaha perdagangan barang tertentu) maupun dalam taraf pelaksanaan setelah

memperoleh izin (usaha penanggulangan pencemaran).

2.3.2 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Menurut Pasal 15 UULH yang berbunyi : “Setiap rencana yang diperkirakan
mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis
mengenai  dampak lingkungan vyang pelaksanaannya diatur dengan peraturan
pemenntah”, yang arlinya bahwa pada dasarnya semua usaha dan kegiatan
pembangunan menimbulkan damapak terhadap lingkungan hidup. Perencanaan awal
suatu atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang
penting terhadap lingkungan hidup, guna dijadikan pertimbangan apakah untuk
rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenai dampak lingkungan.

Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih terinci dampak negatif
dan positif yang akan timbul dari usaha atau kegiatan tersebut, schingga sejak dini
telah dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi  dampak negatif dan
mengembangkan dampak positifnya.
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Dampak vang penting ditentukan antara lain -

(4)  Besar manusia yang akan terkena dampak:

(bt Luas wilavah penyebaran dampak:

(¢} Lamanya dampak berlangsung:

{d) Intensitas dampak:

(e} Banyaknva komponen lingkungan lainnya vang akan terkena dampak;

(f)  Sifat kumulatif dampak tersebut:

(g) Berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (1rreversible) dampak.

Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 merupakan tonggak
sejarah yang amat penting di dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Berwawasan
Lingkungan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sungguh merupakan instrumen
pengaman masa depan. Pertimbangan vang mendasari Peraturan Pemerintah tersebut
adalah sebagai berikut:

“a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan
scbagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana
dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup,
perlu dijaga keserasian hubungan antar berbagai kegiatan

b. bahwa setiap kegiatan pada dasamya menimbulkan dampak terhadap lingkungan
hidup yang perlu diperkirakan pada perencanaan awal, schingga sejak dini telah
dapat dipersiapkan langkah penanggulangan dampak negatif dan pengembangan
dampak positif kegiatan tersebut

¢. bahwa analisis mengenai dampak lingkungan diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak
penting terhadap lingkungan hidup

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah lentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan”.

Dalam hubungan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ini, Otto
Soemarwoto mengatakan bahwa salah satu sebab dalam konflik antara pembangunan
versus lingkungan ialah diartikanya dampak lingkungan sebagia pengaruh vang
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merugikan. Dengan demikian perhatian terhadap dampak lingkungan pembangunan
menimbulkan kesan seolah-olah pembangunan hanyalah mempunyai pengaruh
negatif terhadap lingkungan yang terungkap dengan terganggunya ekologi.
membahayakan kelestarian alam dan kekhawatiran terhadap pencemaran. Padahal
pembangunan mempunyai pula efek positif terhadap lingkungan, misalnya
terkendalinya hama, vektor penyakit. dan banjir serta lebih terjaminnya persediaan air
untuk rumah tangpa, pengairan dan industri Karena itu dalam pengelolaan
lingkungan sevogyvanva tidak hanya memperhatiakan  risiko Imgkungan saja,
melainkan juga manfaat lingkungan.

Dalam usaha melestarikan kemapuan lingkungan. analisis mengenai dampak
lingkungan bertujuan untuk menjaga agar kondisi lingkungan tetap berada pada suatu
derajat mutu tertentu demi menjamin kesinambungan pembangunan. Peranan instansi
yang berwenang memberikan keputusan tentang proses analisis mengenai dampak
lingkungan sudah jelas sangal penting Keputusan yang diambil aparatur dalam
prosedur administratif yang ditempuh pemrakarsa sangal menentukan sifatnya
terhadap mutu lingkungan.

Peraturan pemernintah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan diatur tentang
lenis rencana kegiatan yang dapat diperkirakan menimbulkan dampak penting
terhadap lingkungan hidup, yang dapat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu
dan teknologi. Untuk menetapkan apakah suatu rencana kegiatan menimbulkan
dampak penting perlu diadakan penilaian dengan penyajian informasi lingkungan.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penyajian informasi lingkungan berfungsi
sebagai filter untuk menentukan apakah rencana kegiatan akan menimbulkan dampak
penting terhadap lingkungan hidup atau tidak. Sebagai komponen studi kelayakan
analisis mengenai dampak lingkungan sangat penting peranannya.

Instrumen ini dikaitkan dengan sistem perizinan. Menurut pasal 5 Peraturan
Pemerintah termaksud, keputusan tentang pemberian izin terhadap rencana kegiatan
oleh instansi yang berwenang di bidang perizinan hanya dapat diberikan setelah

adanya keputusan persetujuan atas rencana pengelolaan lingkungan dan rencana
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pemantauan lingkungan oleh instansi vang bertanggungjawab, Rencana pengelolaan
lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan pada dasarnva merupakan landasan
pokok perizinan, Karena keduanyva merupakan upava pencegahan terhadap kerusukar
dan pencemaran lingkungan hidup

Palam  Pasal 31 Peraturan  Pemenintah  Analisis Mengenar  Dampak
Lingkungan terdapal ketentuan fentang asas Keterbukaan Pengumuman rencana
kegiatan antara lamn dapat melalur media massa dan | atay papan pengumuman pada
mstansi vang bertanggungjawab dimaksudkan agar masvarakat dapal mengajukan
saran dan pemikirannya. Pengajuan saran dan pemikiran tersebut kepada komisi pusat

dan daerah merupakan peran serta setiap orang dalam rangka pengelolaan lingkungan
hidup, sesuai dengan pasal 6 UULH.

2.3.3 Lingkungan Hidup dan Pembangunan

Untuk meningkatkan  kegiatan perekonomian  nasional, agar tingkat
perkembangan ekonomi sedapat mungkin lebih benar dari pada tingkat pertambahan
penduduk, pemerintah secara kuantitatif dan kualitatif meningkatkan proyek-provek
pembangunan disegala bidang Pembangunan pada hakekatnya adalah perubahan
lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat hidup dan kesejahteraan
rakyat, dan perubahan lingkungan tersebut dapat mengarah pada segi positif dan seg
negatif. Pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi olch lingkungan hidup.

Menurut Emil Salim terdapat lima pokok untuk melaksanakan pembangunan
berwawasan lingkungan vaituy -

"l.  Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan
antara satu dengan vang lain. Hakekat lingkungan hidup adalah memuat
hubungan saling kait mengkait dan hubungan saling membutuhkan
antara scktor satu dengan sektor lain, daerah saty dengan daerah lain,
negara salu dengan negara lain, bahkan antara genarasi sekarang dengan
generasi mendatang. Oleh karena itu diperlukan sikap kerja sama dengan

semangal solidantas antar scktor, antar dacrah, antar nepara dan antar
generasi,

Kemampuan menyerasikan kebutuhan dengan kemampuan sumber alam
dalam menghasilkan barang dan lasa. Kebutuhan manusia yang terus

I~
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menerus meningkat perlu dikendalikan untuk disesuaikan dengan pola
penggunaan sumber alam secara bijaksana:

3. Mengembangkan sumber daya manusia agar mampu menanggapi
lantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan. Untuk Indonesia
yang akanmemasuki tahap industrialisasi harus mampu mengembangkan
tekhnologi tanpa limbah yang banyak dan menghemat sumber alam.
Untuk itu mulai sekarang Indonesia harus mampu mencegah terulangnya
pola industrialisasi yang merusak lingkungan seperti yang dialami
negara-negara maju;

4. Mengembangkan kesadaran lingkungan dikalangan masyarakat sehingga
tumbuh menjadi kesadaran berbuat:

5. Menumbuhkan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang dapat
mendayagunakan dirinya untuk menggalakkan partisipasi masyarakat
dalam mencapai tujuan pengolahan lingkungan hidup.

Dalam pembangunan, sumber daya alam merupakan komponen yang penting
dan sumber alam ini memberikan kebutuhan asasi bagi manusia. Seringkali karena
meningkatkan kebutuhan akan hasil proyek pembangunan, keseimbangan ekosistem
bisa terganggu, yang kadang- kadang bisa membahayakan kehidupan umat manusia.
Untuk itu harus bisa dicari jalan keluar yang saling menguntungkan dalam hubungan
timbal balik, antara proses pembangunan, penggalian sumber daya alam dan masalah
pengotoran atau pengrusakan lingkungan hidup manusia. Sebab pada umumnya
proses pembangunan mempunyai akibat-akibat yang lebih luas terhadap lingkungan
manusia, seperti pengurangan sumber kekayaan alam secara kuantitatif dan kualitatif,
pencemaran biologis, pencemaran kimiawi dan gangguan sosial budaya.

Oleh karena itu, dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan
danpcnggaliansmnharalamunmkkchidupanhanmdisanaidmgan:

a.  Strategi pembanguan yang sadar akan persoalan lingkungan hidup,

b.  Suatu politik lingkungan se-Indonesia, yang bertujuan mewujudkan persyaratan
kehidupan masyarakat Indonesia puluhan tahun yang akan datang.

c.  Eksploitasi sumber hayati didasarkan atas tujuan kelestarian lingkungan dengan
prinsip memanen hasil tidak akan menghancurkan generasinya. :

d. Perencanaan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan penghidupan,
hendaknya dengan tujuan mencapai suatu keseimbangan dinamis dengan
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lingkungan sehingga memberikan keuntungan secara fisik, ekonomi, dan sosial

spiritual.

o

Usaha agar sebagian hasil pembangunan dapat dipergunakan untuk memperbaiki
kerusakan limgkungan akibat proyek pembangunan tadi dalam rangka menjaga
kelestarian lingkungan.
f  Dalam pemakaian sumber daya alam vang tidak dapat diganti seharusnya
digunakan dengan sehemat dan seefisien mungkin.
Kerugian-kerugian dan perubahan-perubahan terhadap hingkungan, perlu
diperhitungkan dengan keuntungan vang diperkirakan akan diperoleh dari suatu
proyek pembangunan.
Masalah-masalah lingkungan yang berancka ragam corak dan identitasnya itu,
pada dasarnya dapat di kelompokkan menjadi 4 golongan menurut sumbernya, yaitu :
a. Masalah lingkungan yang bersumber pada kemiskinan,
b. Masalah lingkungan yang bersumber pada kependudukan.

Masalah lingkungan yang bersumber pada kekotoran dan kerusakan.
d. Masalah lingkungan yang bersumber pada kebijaksanaan.

Bagi bangsa Indonesia masalah lingkungan hidup adalah merupakan masalah
baru, akan tetapi sudah merasakan kebutuhan untuk menanganinya secara nasioanal,
karena faktor- faktor sebagai berikut -

. Kesadaran bahwa Indonesia sudah menghadapi masalah lingkungan hidup yang
Serius.

©

2. Keperluan untuk mewariskan kepada generasi mendatang, sumber daya alam
yang biasa diolah secara sinambung dalam proses pembanguan jangka panjang.

3. Jika kita ingin membangun manusia Indonesia seutuhnya, tidak hanya maju
dalam segi material tetapi juga kaya akan segi spirituil,

Melihat ruang lingkup pembangunan pertambangan yang sangat luas, yaitu
mulai dari pemetaan, eksploirasi, cksploitasi, sumber energi dan mineral serta
penclitian deposit bahan galian, pengelolaan hasil tambang dan sampai penggunaan
bahan yang bisa mengakibatkan gangguan pada lingkungan, maka perlu adanva
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perhatian dan pengendalian terhadap bahaya pencemaran lingkungan dan perubahan
keseimbangan ekosistem, agar secktor wvital untuk pembangunan ini  dapat
dipertahankan kelestariannya.

Untuk menghindari terjadinya pencemaran dan gangguan kesinambungan
ekosistem, baik itu yang berada didalam lingkungan pertambangan maupun diluar
pertambangan dan lingkungan sekitar, maka perlu adanya pengawasan lingkungan
terhadap
|.  Cara pengelolaan pembangunan pertambangan.

Sumber daya bumi di bidang pertambangan harus di kembangkan
semaksimal mungkin untuk tercapainya pembangunan. Untuk itu perlu adanya
survey dan evaluasi yang terintegrasi dari para ahli, agar menimbulkan
keuntungan yang besar, baik secara ekonomi maupun secara ekologis.

Dalam pemanfaatan sumber daya pertambangan yang tidak dapat diganti,
perencanaan alau pengelolaan dan penggunaan harus hati- hati dan seefisien
mungkin. Harus tetap diingat, bahwa gencrasi mendatang harus tetap dapat
menikmati hasi) pembangunan ini.

2. Kecelakaan di Pertambangan.

Usaha pertambangan adalah suatu usaha yang penuh dengan bahaya.
Kecelakaan-kecelakaan sering terjadi, terutama pada fambang- tambang yang
lokasinya jauh didalam tanah. Kecelakaan baik itu karena jatuh, tertimpa benda-
benda, ledakan-ledakan maupun akibat pencemaran atau keracunan oleh bahan
tambang. Oleh karena itu diupayakan agar selalu memakai pakaian pelindung
selama bekerja di tambang

3. Penyehatan Lingkungan Pertambangan

Penyehatan lingkungan pada lingkungan tambang dapat dilakukan
dengan penerangan yang baik, yang sangat berguna sebagai pencegahan
kecelakaan. Pada lingkungan diluar tambang perlu diadakan sanitasi yang baik
berupa penyediaan air minum, pembuangan kotoran, pemberantasan nyamuk,
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perumahan yang baik dan sebagainya. Telah disebutkan bahwa masalah

kesehatan lingkungan di Indonesia terutama disebabkan oleh dua faktor vaitu:

(a) Ketidak tahuan penduduk yang ditandai olch tingkat pendidikan vang masih
rendah serta pola kehidupan sosial budaya yang masih tradisionil:

(b) Memang di Indonesia ditemui beberapa keadaan lingkungan vang jika
dipandang dari sudut kesehatan, kurang menguntungkan seperti terdapatnya
rawa- rawa, serta hutan tropis vang lebat.

4. Pencemaran dan penyakit-penyakit yang timbul.

Pencemaran dalam tambang dan sckitamya bisa terjadi oleh gas-gas
persenyawaan-persenyawaan dalam biji- biji yang diambil dari tambang.
Penyakit-penyakit yang bisa timbul yaitu penyakit Pneumokoniosis, yaitu
scgolongan penyakit yang disebabkan oleh penimbunan debu-debuy yang ada
dalam paru-paru.

Usaha mengembangkan lingkungan hidup, jelaslah tidak perlu bertentangan
dengan usaha pembangunan. Ini dapat tercapai dalam pola kebijaksanaan
pembangunan tercakup tiga unsur pokok yaitu kebijaksanaa pembangunan untuk
mencapai pertumbuhan material yang meningkat, kebijaksanaan pembangunan untuk
mencapai pertumbuhan spirituil yang meningkat, kebijaksanaan pembangunan untuk
mencapai lingkungan hidup yang lebih beragam bagi pengisian kualitas hidup yang
meningkat.

2.3.4 Usaha Penggalian Batu Kapur dan Hukum Lingkungan

Di dalam mengusahakan penggalian batu kapur, harus disertai dengan
pengawasan yang menyeluruh. Oleh karena itu, di dalam usaha ini meliputi berbagai
kegiatan, yaitu: mulai dari pemetaan, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan hasil seria
pemasarannya dan juga harus diperhatikan akan kelestarian lingkungan hidup di
_ sekitar daerah penambangan.
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Lingkungan penambangan adalah lingkungan dalam tambang sendiri dan
lingkungan di luar tambang, seperti tempat pemukiman pekerja dan keluarganya
khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Untuk  keperluan itu, maka diharapkan para ahli hukum bersama- sama
dengan aparatur pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan hidup
untuk mengembangkan hukum lingkungan Hukum lingkungan adalah hukum yang
mengatur tentang tatanan lingkungan (lingkungan hidup), yang mencakup semua
benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang
terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup
serta kesjahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.

Hukum lingkungan di dalam usaha penggalian batu kapur adalah sebagai
sarana pelindung  keberhasilan para pengusaha, oleh karena dengan lestarinya
lingkungan hidup akan semakin lancar atau tidak ada gangguan dalam penggalian
batu kapur.melakukan tindakan tertenty”.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

B
1] e
-
¥

7] g s
nann’\ |

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari uraian pembahasan maka dapat ditarik suatu kesi mpulan sebagai berikut:

Para pengusaha baty kapur telah melaksanakan pertangpungjawaban
berdasarkan ketentuan-ketentuan vang terdapat dalam Undang-undang
dengan cara memberi ganti rugi atas kecelakaan yang terjadi scbagai akibat
penambangan.

Masyarakat tidak pernah menuntut alau menggugat ke Pengadilan dengan
adanya usaha penambangan bila terjadi kecelakaan, dan diselesaikan secara
musyawarah dengan penengahnya kepala desa upaya yang dilakukan para
pengusaha dalam memperkecil dan mencegah kerusakan lingkungan hidup
yaitu dengan membersihkan batu-baty yang bergelantungan dan juga
membuat analisis Mengenai Dampak Lingkungan

4.2 Saran

Untuk lebih meningkatkan kelestarian lingkungan hidup, maka sebaiknya
penyuluhan diadakan lebih intensif

Dari masyarakat, pengusaha dan pemerintah diharapkan agar dapat
menanggulangi segala pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
dengan melestarikan lingkungan sekitarnya, agar terhindar adanya suaty
lingkungan yang tidak sehat.

36
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UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 1997

TENTANG

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRES

Menimbang - 2

C.

IDEN REPUBLIK INDONESIA,

- bahwa lingkungan hidup Indonesia sebagai
karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Ega
kepada rakyar dan bangsa Indonesia
merupakan ruang bagi kehidupan dalam
segala aspek dan Matranya sesuai dengan
Wawasan Nusantara:

bahwa dalam rangka mendayagunakan
sumber daya alam uniyk memajukan
kesejahteraan umum seperti diamanatkan
dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan
untuk mencapaj kebahagiaan hidup
berdasarkan Pancasila, perly dilaksanakan
pembangunan berkelanjutan yang ber-
Wawasan lingkungan hidup berdasarkan
kebijaksanaan nasional yang terpadu dan
menyeluruh dengan memperhitungkan
kebutuhan generasi masa kini dan generasi
masa depan,

bahwa dipandang perlu melaksanakan
pengelolaan lingkungay, hidup untuk
melestarikan dan mengembangkan
kemampuan lingkungan hidup yang serasi,
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selaras, dan seimbang guna menunjang
terlaksananya pembangunan berkelanjutan

pada huruf a, b, ¢, d, dan e diatas perly
ditetapkan Undang-undang tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Dengan persetujuan . ‘
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

yang berwawasan lingkungan hidup; REPUBLIK INDONESIA

d. bahwa penyelenggaraan pengelolaan MEMUTUSKAN -
lingkungan hidup dalam rangka pem- ,
:m:mmc:mm :EwnEhEEd yang berwawasan Menetapkan :Zﬂbjw:zmbzm ._.mZﬂn&m
lingkungan hidup harus didasarkan pada M_HMM%WW LAAN LINGKUNGAN
norma hukum dengan memperhatikan -
tingkat kesadaran masyarakat dan BAB 1
perkembangan lingkungan global serta KETENTUAN UMUM
perangkat hukum internasional yang
berkaitan dengan lingkungan hidup; Pasal 1

¢. bahwa kesadaran dan kehidupan masya- Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
rakat dalam kaitannya dengan pengelolaan I Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
lingkungan hidup telah berkembang benda, daya, keadaan, dan makluk hidup, termasuk
demikian rupa schingga pokok materi manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi
sebagaimana diatur dalam Undang-undang kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia
Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- serta mahluk hidup lain;
_S_HE:E._ Pokok Pen mnE_:E._ _w_:mr::_Mmm 2, Pengelblann lingkungan hidup adalak T
Hidup (Lembaran Negara ._m::_ﬁ.:m_z untuk melestarikan fungsi lingkuagan hidup Jios

s, e pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan,

mencapal tujuan nn:__.__nim::ua cﬂ_nw_n:- dan pengendalian figshiai hidup:
jutan yang berwawasan lingkungan hidup; .

f. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut 3. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang
memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya
ke dalam proses pembangunan untuk menjamin
kemampuan, kesejahteraan. dan mutu hidup generas;
masa kini dan generasi masa depan;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal
33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945; 4. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang
merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling
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stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian
upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup;

Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan
manusia dan mahluk hidup lain;

Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah
rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan
lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atay
dampak negatif yan g ditimbulkan oleh suaty kegiatan,
agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia
dan mahluk hidup lain:

Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau
komponen lain yang masuk atau dimasukkan
kedalamnya;

Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah
rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan
lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau
komponen lain yang dibuang kedalamnya:

Sumber daya adalah unsur lin gkungan hidup yang terdiri
atas sumber daya manusia, sumber daya alam baik hayati
maupun nonhayati, dan sumber daya buatan;

Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atay
kadar mahluk hidup, zat, energi, atau komponen yang
ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang
ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya
tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;

12

6.
7.

18.

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atay
dimasukkannya mahluk hidup, zai, energi, dan/ argy
komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan
manusia schingga kualitasnya turun sampai ketingkat
lertentu yang menyebabkan | mgkungan hidup tidak dapat
berfungsi sesuai dengan peruntukannya;

- Kniteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran

batas perubahan sifat fisik dan/atau hayati lingkungan
hidup yang dapat ditenggang:

. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang

menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung
terhadap sifat fisik danfatau hayatinya Yang
mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi
dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;

- Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber

dayva alam (ak terbaharui  uptuk menjamin
Pemanfaatannya secara bijaksana dan sumberdaya alam
yYang terbaharm untuk menjamin kesinambungan
ketersediaan dengan tetap memelihara dan meningkatkan
kualitas nilaj serta keanekaragamannya:

Limbah adalah sisa suaty usaha dan/atau kegiatan;

Bahan berbahaya dan beracun adalah setiap bahan yang
karena sifat atay konsentrasi, Jumlahnya, baik secara
langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan
dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan,
kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain;

Limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suaty
usaha dan/atau kegiatan Yang mengandung bahan
berbahaya dan/atay beracun yang karena sifat dan/atau
konsentrasinya dan/atay Jumlahnya, baik secara lan gsung
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PERRLUEMUTT LR Rl ST R, WP I TS HTErs:am  aan/atau
merusakkan lingkungan hidup, dan/atau nm_._mu menm-
bahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan
hidup manusia serta makluk hidup lain;

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara
dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau
diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup;

Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan
pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha
danfatau kegiatan;

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah
kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan
hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan
keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan;

Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang
yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri
ditengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di
bidang lingkungan hidup;

Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi
yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap
persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan
dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;

Orang adalah orang perscorangan, dan/atau kelompok
orang, dan/atau badan hukum:

Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengeiola
lingkungan hidup.

Pasal 2 .

Ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang,
tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber -
Wawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak
berdaulat, dan yurisdiksinya.

BAB 11
AZAS, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 3

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan
4sas langgung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas
manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam
rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan
pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang
beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

a.

tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan
antara manusia dan lingkungan hidup;

terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan
hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan
membina lingkungan hidup;

terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi
masa depan;

tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara
bijaksana;

terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia
terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan diluar wilayah
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Htpdid yallg menyedabkan pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup.
BAB 111

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

-

(1)

-

(2)

(n

(2)

(2)
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Pasal 5

.mm:m.u orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan

hidup yang baik dan schat.

Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan
hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan
lingkungan hidup.

Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam
rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi
lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan
berkewajiban memberikan informasi yang benar dan
akurat mengenai pengeloiaan lingkungan hidup.

Pasal 7

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan
seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan
lingkungan hidup.

Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) diatas, dilakukan
dengan cara :

a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat,
dan kemitraan:

b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan _

masyarakat;

€. menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk
melakukan pengawasan sosial:

d. memberikan saran pendapat;

€. menyampaikan informasi dan/atay menyampaikan

laporan.
BAB IV
WEWENANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP
Pasal 8§

(1) Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran
rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh Pemerintah.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pemerintah:

4. mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam
rangka pengelolaan lingkungan hidup:

b. mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan,
pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan
kembali sumber daya alam, termasuk sumber daya
genetika;

€. mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum
antara orang dan/atau subyek hukum lainnya serta
perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan
sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika:

d. mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak
sosial;
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fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional fentang
pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang
dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat
istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara
terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang
tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat,
serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan
keterpaduan perencanaan dan kebijaksanaan nasional
pengelolaan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara
terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber
daya alam nonhayati, perlindungan sumber daya buatan,
konservasi sumber daya alam hayati dan ckosistemnya,
cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan
iklim.

Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijak-
sanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup,
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasi oleh
Menteri. -

' m“.uumm_ 10

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup Pemerintah
berkewajiban :

d.

42

mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan

meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para .

pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan
hidup;
mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan

meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab
masyarakal dalam pengelolaan lingkungan hidup;

mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan
meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha
dan Pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup;

mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan
nasional pengelolaan lingkun gan hidup yang menjamin
terpeliharanya daya dukung dan daya lampung
lingkungan hidup;

mengembangkan dan menerapkan perangkat yang
bersifat preemtif, preventif, dan proaktif dalam upaya
pencegahan penurunan daya dukung dan daya lampung
lingkungan hidup;

memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang
akrab lingkungan hidup:

menyelenggarakan penelitian dan pengembangan d;
bidang lingkungan hidup;

menyediakan informasi lingkungan hidup dan menye-
barluaskannya kepada masyarakat;

memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga
yang berjasa dibidang lingkungan hidup.

Pasal 11

(1) Pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional

dilaksanakan secara terpadu oleh perangkat kelembagaan
yang dikoordinasi oleh Menteri.
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sunan organisasi serta tata Kerja kelembagaun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Presiden.

Pasal 12

(1) Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian
pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan
lingkungan hidup, Pemerintah berdasarkan peraturan
perundang-undangan dapat :

a. melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan
lingkungan hidup kepada perangkat di wilayah;

b. mengikutsertakan peran Pemerintah Dacrah untuk
membantu Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan
pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan peraturan perundang-undangan,

Pasal 13

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan
hidup, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan
kepada Pemerintah Daerah menjadi urusan rumah
langganya.

(2) Penyerahan urusan sebagaimana dimaksud padaayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
PELESTARIAN FUNGSI
LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 14

(1) Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup,
setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku
mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
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(2) Ketentuan mengenai baku muty lingkungan hidu -

pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta
pemulihan daya tampungnya diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

(3 ) Ketentuan mengenai kriteria bakuy kerusakan lingkungan
hidup, pencegahan dan penanggulangan kerusakan seria
pemulihan daya dukungnya diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 15

(1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang
kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan
penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki
analisis mengenai dampak lingkungan hidup,

(2) Ketentuan lentang rencana usaha dan/atan kegiatan yang
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap
lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
serta tata cara penyusunan dan penilaian analisis
mengenai dampak lingkungan hidup ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atay kegiatan wajib
melakukan pengelolahan limbah hasil usaha dan/atay
kegiatan.

(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menyerahkan pengelolaan
limbah tersebut kepada pihak lain.

(3) Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah,
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(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib
melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.
(2) Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun _snﬁ__wcz_ -
menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan,
menggunakan dan/atau membuang.

(3) Ketentuan mengenai pengelolaan bahan _unqrmrmw.m_ dan
beracun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
PERSYARATAN PENAATAN
LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama
Perizinan

Pasal 18

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang :..niE_EFm:
dampak besar dan penting terhadap _:._mr::.mm: hidup
wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan
hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau
kegiatan,

(2) Izin melakukan usaha dan/atau kegiatan m..uwmmiamzu
dimaksud pada ayat (1) diberikan pejabat yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku,

(3) Dalam izin sebagaimana dimaksud ﬁmnu ayat (1)
dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk
melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan
hidup.
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Pasal 19

(1) Dalam menerbitkan 1zin melakukan usaha dan/atay
kegiatan wajib diperhatikan -

d. rencana tata ruang:
b. pendapat masyarakat;

C. pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang
" berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau
kegiatan tersebut,

(2) Keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib
diumumkan.

Pasal 20

(1) Tanpa suaty keputusan izin, setiap orang dilarang

melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan
hidup.

(2) Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal
dari luar wilayah Tndonesia kemedia lingkungan hidup
Indonesia.

(3) Kewenangan menerbitkan atau menolak permohonan izin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada
Menteri.

(4) Pembuangan limbah ke media lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat

dilakukan dilokasi pembuangan yang ditetapkan oleh
Menteri.

(5) Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur lebih lanjut
dengan peraturan perundang-undangan,
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Setiap orang dilarang melakukan impor limbah bahan
berbahaya dan beracun.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 22

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penaatan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas
ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.

(2) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan pejabat yang
berwenang melakukan pengawasan.

(3) Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada
Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menetapkan pejabat
yang berwenang melakukan pengawasan.

Pasal 23

Pengendalian dampak lingkungan hidup mnrmm,mm alat
pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk
khusus untuk itu oleh Pemerintah.

Pasal 24

(1) Untuk melaksanakan tugasnya pengawas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 berwenang melakukan
pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari
dokumen dan/atau memnbuat catatan yang diperlukan,
memasuki tempat tertentu, mengambil contoh,
memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat
transportasi, serta meminta keterangan dari pihak yang
bertanggung jawab atas usaha dan/atau kegiatan.
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(2) Penanggung jawab usaha dan/atay Kegiatan yang dimintai
keterangan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), wajib
memenuhi permintaan Petugas pengawas sesuaj dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaky,

(3} Setiap pengawas wajib memperlihatkan surat tugas dan/
atau tanda pengenal serta wajib memperhatikan situas;
dan kondisi lempat pengawasan tersebut.

Bagian Ketiga
Sanksi Administrasi

Pasal 25

(1) Gubernur /Kepala Daerah Tingkat | wnqﬁnmmzm
melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung
Jawab usaha dan/atay kegiatan untuk mencegah dan
mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi
akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran,
melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan,
dan/atau pemulihan atas beban biaya pPenanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain
berdasarkan Undang-undang.

(2) Wewenang sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), dapat
diserahkan kepada m=ﬁm:__;._.€____ﬂa_mEmawm__,Hn_._m_m
Daerah Tingkat IT dengan Peraturan Daerah Tingkat 1.

(3) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan
permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk
melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

(4) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) didahuluj dengan surat perintah dari

pejabat yang berwenang,
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L2} Tindakdll penyClaiiidiall, penangguiangan danfatau
pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diganti dengan pembayaran sejumlah vang tertentu.

Pasal 26

(1) Tatacara penetapan beban biaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) serta penagihannya
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal peraturan perundang-undangan sebagaimana
dimaksud padaayat (1) belum dibentuk, pelaksanaannya
menggunakan upaya hukum menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

(1) Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa
pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan.

(2) Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut
izin usaha dan/atau kegiatan kepada pejabat yang
berwenang.

(3) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan
permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk
mencabut izin usaha dan/atau kegiatan karena merugikan

kepentingannya.
Bagian Keempat
Audit Lingkungan Hidup
Pasal 28

Dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan/atau kegiatan,
Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup.

Pasal 29

(1) Menteri berwenang memerintahkan penanggung jawab

S0

usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit I”
lingkungan hidup apabila yang bersangkutan
menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang ini.

(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang
diperintahkan untuk melakukan audit lingkungan hidup
wajib melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

(3) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak
melaksanakan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri dapat melaksanakan atau menugaskan pihak
ketiga untuk melaksanakan audit lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas beban biaya
penanggung jawab usaha dan/atay kegiatan yang
bersangkutan.

(4) Jumlah beban biaya sebagaimana dimaksud pada ayal
(3) ditetapkan oleh Menteri.

(5) Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
PENYELESAIAN SENGKETA
LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama
Umum

Pasal 30
(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh
En_m__.: pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan
pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
(2) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak
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prdana hngkungan hidup sebagmmana diatur dalam
Undang-undang ini.

(3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa
lingkungan hidup diluar pengadilan, gugatan melalui
pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut
dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak
yang bersengketa.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Hidup di luar Pengadilan

Pasal 31

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai
bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan
tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau
terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 32

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar
pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat
digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki
kewenangan mengambil keputusan, maupun yang memiliki
kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu
menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.
Pasal 33
(1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk

lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa
lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

(2) Ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan
penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
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Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Lingkungan
Hidup Melalui Pengadilan

Paragraf 1
Ganti Rugi

Pasal 34

(1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan
_:wEm.m_E._ Pada orang lain atay lingkungan hidup,
mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan

untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan
tertentu,

(2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertenty
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim dapat
menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari
keterlambatan penyelesaian tindakan tertenty tersebut.

Paragraf 2
Tanggung Jawab Mutlak
Pasal 35

(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha
dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting
terhadap lingkungan hidup,yang menggunakan bahan
berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah
bahan berbahaya dan beracun, bertan gEung jawab secara
mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan
kewajiban membayar ganti Tugi secara langsung dan

seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup.

(2) 1.ﬁ=m_._mm==m jawab usaha dan/atay kegiatan dapat
dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi
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bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah
satu alasan dibawah ini :

a. adanya bencana alam atau peperangan; atau

b. adanya keadaan terpaksa diluar kKemampuan manu-
sig;atau

¢. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan ter-
jadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup.

dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢,
pihak ketiga bertanggung jawab membayar ganti rugi.

Paragraf 3
Daluwarsa untuk Pengajuan Gugatan

Pasal 36

Tenggang daluwarsa hak untuk mengajukan gugatan ke
pengadilan mengikuti tenggang waktu sebagaimana
diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang
berlaku, dan dihitung sejak saat korban mengetahui
adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
hidup.

Ketentuan mengenai tenggang daluwarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang
diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang
menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau
menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun.

Paragral 4 .

Hak Masyarakat dan Organisasi
Lingkungan Hidup
Untuk Mengajukan Gugatan

Pasal 37

(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan

(2)

(1)

(2)

(3)

kepengadilan dan/atay melaporkan kepenegak hukum
mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang
merugikan perikehidupan masyarakar.

Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan
pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang
bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup dapat
bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Ketentuan lebih Janjut sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan
lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan,
organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan
untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Hak mengajukan gugatan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk hak ‘melakukan
tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali
biaya atau pengeluaran iil.

Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi
persyaratan :
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b. dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup
yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa
tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk
kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

c. telah melaksanakan kegiatan sesua dengan angguran
dasarnya.

Pasal 39

Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lin gkungan hidup
oleh orang, masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup
mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 40

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan
langgung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan
hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum
Acara Pidana yang berlaku.

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
lingkungan hidup;
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3)

(4)

(5)

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan .

hukum yang diduga melakukan tindak pidana
dibidang lingkungan hidup;

€. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau
badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak
pidana dibidang lingkungan hidup:

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang lingkungan hidup;

e. melakukan pemeriksaan ditempattertentu yang diduga
terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan
dokumen lain serta meiakukan penyitaan terhadap
bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat
dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang
lingkungan hidup;

f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat () menyampaikan hasil penyidikan
kepada Penuntut Umum melaluj Penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik Indonesia.

Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup di perairan
Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif dilakukan oleh
penyidik menurut peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
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KETENTUAN PIDANA
Pasal 41

(1) Barang siapa yang sccara melawan hukum dengan
sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup,
diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh)
tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).

(2) Jlikatindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak
pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15
(lima belas) tahun dan denda paling banyak
Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

(1) Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan
perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup. diancam dengan pidana
penjara paling lama 3 (liga) tahun dan denda paling
banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Jikaundak pridana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak
pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah)

Pasal 43

(1) Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan
atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang
berbahaya atau beracun masuk diatas atau kedalam tanah,

o8

(2)

(3)

(1)

kedulam udara atau kedalam air permukaun, melakukan ‘

impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut,
menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang
berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan
untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat
menimbulkan pencemaran danfatau perusakan
Ingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum
dtau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak
Rp 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah).

Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang siapa yang
dengan sengaja memberikan informasi palsu atau
menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak
informasi  yang diperlukan dalam kaitannya dengan
perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal
mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa
perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/
dtau perusakan hngkungan hidup atau membahayakan
kesehatan umum atau nyawa orang lain.

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat,
pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara
paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling
banyak Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta
rupiah),

Pasal 44

Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan
perundang-undangan yang berlaku, karena keal paannya
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3
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(seratus juta rupal).

(2) Jikatindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak
pidana diancam dengan pidana penjara paling lama §
{lima) tahun dan denda paling banyak Rp 150.000.000,00
(seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini
dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan,
perserikatan, yayasan atau orgamisasi lain, ancaman pidana
denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 46

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bub im
dilakukan oleh atau atas nama badan hukum,
perseroan,perserikatan, yayasan atau organisasi lain,
tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta
tindakan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal
47 dijatubkan baik terhadap badan hukum, perseroan,
perserikatan, yayasan atau orgamsasi lain tersebut
maupun terhadap mercka yang memberi perintah untuk
melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak
sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap
kedua-duanya.

Jika undak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab
ini, dilakukan oleh atau atas nama badan hukum,
perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan
dilakukan oleh orang-orang, baik berdasar hubungan
kerja maupun berdasar hubungan lain, yang bertindak
dalam lingkungan badan hukum , perseroan, perserikatan,

(2

[
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yuayasan atau orgamsast lain, tuntutan pidana dilakokan
dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mercka vano
memberi perintah atau yang berumdak sebagaj nnz:._..:_:.”
tanpa mengingal apakah orang-orang tersebut, bajk
berdasar hubungan kerja maupun berdasar hubungan Jain,
melakukan tindak pidana secara sendiri atau bersamu-
sarma.

(3) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum,
perseroan, perserikatan atau organisasi lain, panggilan
.::Er menghadap dan penyerahan surat-sura panggilan
itu ditujukan kepada pengurus di ternpat tinggal mereka,
atau di tempat pengurus melakukan pekerjaan yang tetap.

(4) Jika tuntutan dilakukan terhadap badan hukum,
perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain,
yang pada saat penuntutan diwakili oleh bukan pengurus,
hakim dapat memerintahkan supayva pengurus
menghadap sendiri di pengadilan.

Pasal 47

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang ini,
terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat pula
dikenakan tindakan tata tertib berupa:

d. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak
pidana; dan/atau

b.  penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau
C. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atau

d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
dan/atau

e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atay
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lama 3 (tiga) tahun.

Pasal 48

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab inj adalah
kejahatan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 49

(1) Selambat-lambatnya S (lima) tahun sejak di-
undangkannya Undang-undang ini setiap usaha dan/atau
kegiatan yang telah memiliki izin, wajib menyesuaikan
menurut persyaratan berdasarkan Undang-undang ini.

(2) Sejak diundangkannya Undang-undang ini dilarang
menerbitkan izin usaha danfatau kegiatan yang
menggunakan limbah bahan berbahaya dan beracun vang
ditmpor.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan
lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Undang-
undang ini.

Pasal 51

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3215) dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 52 S

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

td,
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1997 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET R.I
Kepala Biro Hukum

dan Perundang-undangan

td.
Lambock V. Nahattands.
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER 17

TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI JEMBER

bahwa sumber daya alam berupa pertambangan
dan energi yang terdapat di wilayah Kabupaten
Jember merupakan karunia Tuhan Yang Maha
Esa, yang didayagunakan untuk menunjang
terlaksananya pembangunan berkelanjutan, ber-
wawasan lingkungan, guna mewujudkan
kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang Undang
Dasar Negara Republik Indonesia:

bahwa pengelolaan pertambangan dan energi
yang adil, berkelanjutan, berwawasan lingkungan
hidup, berlandaskan norma hukum harus
dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu,
menampung dinamika, aspirasi dan peran serta
masyarakat serta menghormati dan melindungi
hak asasi manusia;

bahwa untuk memperancar pelaksanaan
otonomi daerah berdasarkan Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan
Daerah serta upaya peningkatan pelayanan
kepada masyarakat, dipandang periu
mengembangkan usaha-ussha di  bidang

249

Mengingat

satu kekuatan ekonomi Kabupaten Jember;

bahwa sehubungan dengan hal-hal (ersebut
pada huruf a,bc, dan d di atas, periu ditetapkan
Peraturan  Daerah Tentang Pengelolaan
Pertambangan dan Energi.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang
Ketentuan-ketentuan  Pokok Pertambangan
(Lembaran Negara Tahun 1867 No. 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengairan
(Lembaran Negara Tahun 1 974 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046 ):

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang
Penge-lolaan Lingkungan Hidup {Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3699 )

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685 ) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4048);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1989 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomer 3839 s

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1989 Tentang
Perim-bangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun
1989 Nomor 72, Tambahan Lembaran MNegara
Nomor 3848);
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10.

1,

12,

13,

14.

e TRETTESTHNGN MOmor 24 1anun 1999
Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838 );

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001
Tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomer 11 Tahun
1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertam-bangan (Lembaran Negara Nomor Tahun
2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2016 );

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
Tentang  Kewenangan Pemerintah  dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 N

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
Tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun
2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4138),

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139 );

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26
Tahun 1994 tentang Pedoman Usaha
Pertambagan Bahan Galian Golongan C;

Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya
Mineral Nomor: 1451.K/10/MEM/2000 Tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas
Pemerintah Di Bidang Air Bawah Tanah:

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor: 1453/K/29/MEM/2000 Tentang
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H___.ﬁwm Pemerintah Dj Bidang Pertambangan _
mum,;

_ 16. _Q.qucmm: Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor: 1455 Kf0/MEM/2000 Tentang
ﬁmnu:.,m: Teknis Penye-lenggaraan Tugas
Pemerintah Di Bidang Usaha Penyediaan
A.E.__mmm. Listrik  Untuk Kepentingan Sendiri,
Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan
Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik:

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130.67

Tahun 2002 Tentang Pengakuan Kewena
Kabupaten dan Kota; g

18. Peraturan Daerah Nomor 74 Tahun 2000
J_.n:,m..ﬁ Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Dinas  Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Jember;

19. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000
Tentang Kewenangan Kabupaten Jember.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBER

MEMUTUSKAN

‘Menetapkan - PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBA:
il AMBAGAN DAN

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yYang dimaksud dengan:
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11.

MONoOm vana laim ech - - = o Aeadiid perangkat
daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah,
yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut
Pemerintah Kabupaten Jember;

Kabupaten adalah Kabupaten Jember;
Kepala Daerah adalah Bupati Jember:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut
DPRD;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Jember:

Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember:

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selanjutnya
disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Jember:

Pengelolaan pertambangan dan energi adalah upaya terpadu
yang meliputi inventarisasi pengaturan  pemanfaatan,
perizinan, pembinaan, pengen-dalian, dan pengawasan
pertambangan dan energi;

Bahan Galian adalah bahan galian golongan AB dan C
sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 11
Tahun 1967 Tentang Ketentuan —ketentuan Pokok
Pertambangan;

Pertambangan Umum adalah pertambangan strategis
(bahan galian golongan A} dan pertambangan vital (bahan
galian golongan B) serta bahan galian golongan C
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11
Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan  Pokok
Pertambangan;

Usaha pertambangan umum adalah segala kegiatan usaha
pertambangan strategis dan vita| yang meliputi eksplorasi,
eksploitasi, pengolahan dan/atau pemumian, pengangkutan
dan penjualan;
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13.

14.

15.

16.

1.

18.

19.

20,

cnnala Lot oo @l yawaTgolongan’ G m_ﬁ_mﬂﬁz

segala kegiatan usaha pertambangan golongan C yang
meliputi  eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan/atau
pemurnian, pengangkutan dan penjualan;

Hak atas Tanah adalah Hak sebidang tanah pada permukaan
bumi menurut hukum Indonesia;

Izin Pertambangan daerah adalah izin atay kuasa
pertambangan untuk melakukan Semua atau sebagian tahap
usaha pertambangan yang meliputi pertambangan urmum,
pertambangan bahan galian golongan C, peman-faatan air
bawah tanah, minyak dan gas bumi, dan pelistrikan;

Surat Izin Pertambangan Daerah, selanjutnya disebut SIPD,
adalah kuasa pertambangan yang berisikan Wwewenang, hak
dan kewajiban untuk melakukan semua atau sebagian tahap
usaha yang meliputi pertam-bangan umum, pertambangan
bahan galian golongan C, pemanfaatan air bawah tanah,
minyak dan gas bumi, dan peiistrikan;

Pertambangan rakyat adalah suatu usaha di bidang
pertambangan bahan galian golongan C yang dilakukan oleh
rakyat (sekelompok masyarakat setempat secara kecil-
kecilan atau secarg gotong royong dengan meng-gunakan
alat sederhana yang semata-mata untuk penghidupan sehari-
hari);

Eksplorasi adalah usaha penyediaan geologi pertambangan
untuk me-netapkan lebip teliti atau seksama adanya sifat
letakan bahan galian;

Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud
untuk meng-hasilkan barang galian dan memanfaatkannya;

Penjualan adalah Segala usaha penjualan bahan galian dari
hasil Pengolahan dan atay pemumian bahan galian;
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22

23.

24,

25,

28.

27,

28.

29.

o e eatiall Darkan galian gan

wilayah ekplorasi  maupun eksploitasi  atau  tempat
pengolahan pemurnian:

Reklamasi adalah setiap pekerjaan  yang bertujuan
memperbaiki, mengem-balikan kemanfaatan atau
meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan oleh
uasaha pertambangan : .

Wilayah pertambangan, adalah wilayah yang ditetapkan
pemerintah sebagai wilayah yang layak dan produktif untuk
ditambang;

Wilayah usaha tambang adalah wilayah tambang yang telah
ditetapkan dalam surat ijin pertambangan daerah;

Air bawah tanah adalah semua air yang terdapat dalam
lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah,
termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas
permukaan tanah;

Pengelolaan air bawah tanah adalah pengelolaan dalam arti
luas mencakup inventarisasi pengaturan pamanfaatan,
perijinan, pembinaan, pengen-dalian dan pengawasan seria
konsevasi air bawah tanah;

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah kajian
dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperiukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;

Upaya Pengelolan Lingkungan (UKL) adalah upaya yang
memuat langkah-langkah yang akan dilakukan datam rangka
pengelolaan lingkungan pada wakiu kegiatan sedang
dilakukan dan merupakan upaya pencegahan terhadap
kerusakan lingkungan;

Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah upaya yang
memuat langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka
pemantauan lingkungan pada wakiu kegiatan sedang
dilakukan dan merupakan upaya pencegahan terhadap
kerusakan lingkungan;
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..L_

30.

31

32.

33,

36.

3.

38.

_uua._Enum_., adalah segala usaha yang mencakup
pembinaan, pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan
ﬂ_w_._u___“.__::m: dalam pelaksanaan Pengelolaan air bawah
tanah;

Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan
pengaturan penelitian dan pemantauan pengambilan air
menjamin Pemanfaatannya secarg
bijaksana demi menjaga kesenambungan ketersediaan dan
mutunya;

Pengawasan adalah kegiatan
menjamin  legaknya peraturan
bawah tanah:

yang dilakukan untuk
perundang-undangan air

Sumber daya mineral dan energi adalah unsur-unsur kimia
mineral, bijih dan segala macam bantuan, yang merupakan
endapan / suspensi alam, termasuk di dalamnya mineral
logam, mineral industri dan batuan, batu bara, ganbut, sempi
ditumen, panas bumi dan air bawah tanah:

. Penyelenggaraan Pengusahaan minyak dan gas bumi adalah

kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan
pengusahaan minyak dan gas bumi yang dilakukan oleh
Bupati sesuai lingkup kewenagannya;

- lzin pengusahaan minyak dan gas bumi adalah kewenagan

yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan
kegiatan tertentu di bidang minyak dan gas bumi;

ﬂm..mwf_:m_._ adalah persyaratan setuju yang diberikan secara
tertulis kepada Badan Usaha untuk melaksanakan kegiatan
tertentu dibidang minyak dan gas bumi;

Rekomendasi adalah keterangan yang diberikan kepada
badan uasaha sebagai syarat untuk mendapatkan ijin;

Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, yang selanjutnya
disebut PKUK adalah Badan Usaha Milik Negara yang
diserahi tugas oleh Pemerintah semata-mata  untuk
melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum:
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40.

41.

42,

43.

45.

S . Iy Tl o =PEiilingan sendir
Fery Stidnjudnya disebut UKs adalah usaha Pembangkitan,
trasmisi dan distribusi tenaga |(istrik Yang memberikan
kegunaan kepentingan sendirj;

Izin usahg Penyediaan Tenaga Listrik untuk xm_umazznmz
sendiri, yang selanjutnya disebuyt IUKS, adaiah ijin yang
diberikan oleh Kepala Daerah kepada koperasi, swasta dan
BUMN/BUMD  atay Lembaga Negara lainnya untuk

melakukan  usaha Penyediaan tenaga  |(istrik untuk
kepentingan sendiri;

Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan
Sendiri, Selanjutnya disebut PIUKS adalah, Koperas;j,
Swasta, BUMN/BUMD alau Lembaga Negara lainnya yang
telah mendapat izjn dari Kepala Daerah untuk melakukan
usaha Penyediaan tenaga listrik untyk kepentingan sendir;

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Urnum
yang selanjutnya disebyt UKU adalah usaha Pembangkitan,
trasmisi dan distribusj tenaga listrik Yang memberikan
kegunaan bagi kepentingan umum;

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan
Umum, yang selanjutnya disebyt IUKU adalah izin yang
diberikan oleh Kepala Daergh kepada BUMN/BUMD.
Koperasi atay Swasta untuk melakukan usaha Penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan umum:

. Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan

Umum, selanjutnya disebut PIUKU adalah Koperasi, Swasta,
dan BUMN/BUMD Yang mendapat izin untuk melakukan
usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentinagn umurm;

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah
Pungutan daergh sebagaj pembayaran atas jasa atauy
pemberian izin tertenty Yang khusus disediakan dan/atay

diberikan oleh pPemerintah daerah untuk kepentingan orang
pribadi atau badan,
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| (2)

-

BAB ||
PRINSIP DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengelolaan pertambangan dan energi berlandaskan pada
rinsip demokrasi, i .
nmmm%wm_mmmmm. dan berkelanjutan dengan tujuan untuk mencapai
sebesar-besamya kemakmuran rakyat.

transparansi, partisipasi, akuntabilitas,

BARB Il
KEWENANGAN
Pasal 3
Kewenangan Pemerintah Kabupaten ._m._,:_umﬂ dalam
pengelolaan pertambangan dan energl  mencakup

kewenangan pemerintahan di bidang pertambangan dan
energi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
dilimpahkan menjadi kewenangan Kabupaten.
Kewenangan Pemerintah Emncvmﬁz sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi -
1. Bidang pertambangan umum |
a8 memberikan persetujuan kuasa ﬂm:m...:n_m:mm: di
wilayah pertambangan yang terletak ...___ x.mwcwm_mq
Jember dan atau dj wilayah laut sampai 4 (empat) mil
laut,

b. kuasa pertambangan diberikan dalam bentuk : Surat
Keputusan  Penugasan Pertambangan.  Surat
Keputusan Izin Pertambangan Rakyat, Surat
Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan.

2. Bidang pertambangan bahan mm___m=. m.u“_c_.__mm: c
mengeluarkan SIPD eksplorasi, mxmu_o_ﬁm_.. Pengolahan
dan atau pemumian, pengangkutan dan penjualan.

3. Bidang pemanfaatan air bawah tanah :
a. memberikan izin eksplorasi air bawah tanah
b. memberikan izin pemanfaatan air bawah E:mr
€. memberikan izin perusahaan Pengeboran air bawah
tanah -
d.  memberikan izin Penurapan mata air
€. memberikan izin pengambilan air bawah tanah dan
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e et b

g.

4. Bid
a.
b.

v

c.

5. Bid
a.

iZin juru bor

ang ketenagalistrikan non-grid nasional/regional
memberikan izin usaha kelistrikan i
memberikan
kepentingan sendir, penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum {non grid nasional)

memberikan usahz Penunjang tenaga listrik

ang minyak dan gas bumi -

memberikan izin pendirian dan penggunaan gudang
bahan peledak di daerah operasional daratan dan dj
daerah operasional 1 2 (dua belas) mil laut:

memberikan izin pembukaan kantor perwakilan
Perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi:

memberikan izin pendirian depot lokal;

memberikan izin pendirian stasiun pengisian bahan
bakar untuk umum {SPBU);

memberikan izin pemasaran jenis-jenis bahan bakar
khusus (BBK) untuk mesin 2 (dua) langkah:

memberikan izin pengumpulan  dan penyaluran
pelumas bekas:

memberikan persetujuan penggunaan wilayah kuasa
pertambangan atay wilayah kerja kontraktor untuk

kegiatan kegiatan |ain di luar kegiatan minyak dan
gas bumi;

memberikan persetujuan surat keterangan terdaftar
perusahaan jasa penunjang kecuali yang bergerak di
bidang pabrikasi konstruksi, manufaktur, konsultan,
dan berteknologi tinggi

memberikan rekomendasi prosedur penggunaan
kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak
dan gas bumi:
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Jen

o ot o o B

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

). memberi rekomendasi lokasi pendirian kilang usaha
minyak dan gas bumi

BAB Iv
JENIS USAHA PETAMBANGAN DAN ENERGI
Pasal 4

is Usaha Pertambangan dan Energi meliputi -
Pertambangan Umum

Pertambangan Bahan Galian Golongan C
Air Bawah Tanah

Minyak dan Gas Bumi

Ketenagalistrikan Non-grid Nasional/Regional

BAB v
WILAYAH FERTAMBANGAN DAN ENERGI
Pasal 5

Wilayah pertambangan dan energi  adalah  wilayah
pertambangan yang ada di Kabupaten jember,

Bupati Jember menetapkan wilayah Pertambangan dan
Energi yang dapat dikelola

Berdasarkan nm&ﬂcm:mms.ﬂmnmawm:mmz tertentu  yang
menyangkut kepentingan umum, Bupati dapat menutup

sebagian atau keseluruhan wilayah tambang, setelah
mendapat persetujuan DPRD,
BAB VI
PERIZINAN
Pasalg

Setiap Usaha Pertambangan dan Energi di Kabupaten
Jember dapat melakukan kegiatan setelah mendapat izin
dari Bupati Jember.

Setiap usaha pertambangan dan energi yang menimbulkan
dampak penting terhadap lingkungan  hidup waijib
dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk
memperoleh izin melakukan usaha pertambangan dan
energi.
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(4)

Usaha pertambangan dan energi yang lidak menimbulkan
dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib
dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan
Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)} untuk memperaleh
izin melakukan usaha pertambangan dan energi.

Ketentuan pelaksanaan pasal ini diatur Jebih lanjut dalam
Keputusan Bupati.

Pasal 7

Jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) adalah:

1

3.

Bidang pertambangan bahan galian Golongan C |
b. lzin eksplorasi

c. lzin eksploitasi

d. lzin pengelolaan dan/atau pemurnian

e. lzin pengangkutan

f. lzin penjualan.

Bidang pemanfaatan air bawah tanah -
. lzin eksplorasi air bawah tanah
Izin pengeboran air bawah tanah
Izin penurapan mata air

Izin pengambilan air bawah tanah
Izin pengambilan mata air.

Pap o

Bidang minyak dan gas bumi :

a. lzin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di
daerah operasi daratan dan di daerah operasi 12 (dua
belas) mil laut,

b. lzin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub
sektor minyak dan gas bumi.

¢. lzin pendirian depot lokal.

d. lzin pendirian stasiun pengisian bahan bakar untuk umum
(SPBU).

e. lzin pemasaran jenisjenis bahan bakar khusus (BBK)
untuk mesin 2 (dua) langkah.
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f. lzin pengumpulan dan penyaluran pelumr e

Bidang Ketenaga Listrikan Non-grit Nasional/Regional
a lzin kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan sendiri,

b. lzin kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum.

¢. lzin Usaha penunjangan tenaga listrik.

Dalam menerbitkan izin pertambangan dan energi wajib
diperhatikan :

a. Rencan tata ruang daerah,

b. Pertimbangan dan rekomendasi instansi terkait

c. Pendapat masyarakat.

Pasal 8

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan
kepada :

Ao o

Badan Usaha Milik Negara

Badan Usaha Milik Daerah

Koperasi

Badan hukum swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan
perundangan-undangan Republik Indonesia dan bergerak di
bidang pertambangan dan energi.
Perorangan yang berkewarganegaraan
bertempat tinggal di wilayah RI.
Perusahaan yang modainya berasal dari hasil kerja sama
antara badan usaha dan perorangan sebagaimana tercantum
pada hurufa, c, e, f

Pertambangan Rakyat.

Indonesia dan

Fasal 9
Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diberikan dalam

bentuk Surat Izin Pertambangan Daerah {(SIPD) sesua
dengan jenis kegiatan.
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g g oo oo sl enElEhall Lalr L ) GICaniumxan
persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya
pengendalian dampak lingkungan hidup.

(3) Bagi pemegang izin yang tidak memenuhij persyaratan dan
kewajiban dalam SIPD, maka izin dapat dibatalkan dan/atau
dicabut.

Pasal 10

(1) Permochonan Surat Izin Pertambangan Daerah digjukan
secara lertulis Kepada Bupati Cq. Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.

(2) Tata Cara dan Persyaratan Pengajuan izin tersebut pada

ayal 1 pasal ini ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Keputusan
Bupati.

(3) Suratizin pertambangan daerah hanya berlaku untuk 1 {satu)
wilayah pertambangan sesuai dengan jenis izinnya.

(4) Surat Izin Pertambangan Daerah tidak dapat di pindah
tangankan/dialihkan kepada pihak lain.

{5) Surat izin pertambangan daerah ditanda tangani oleh Kepala
Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas nama Bupati.

Pasal 11

Kepala Dinas Perindustian dan Perdagangan setiap
mengeluarkan  Surat  Izin Pertambangan Daerah wajib

menyampaikan laporan kepada Bupati dengan melampirkan izin
yang telah dikeluarkan.

Pasal 12
Surat Izin Pertambangan Daerah dapat diberikan kepada setiap
Warga Negara Republik Indonesia baik perorangan atau badan

hukum sesuai kebutuhan, kemampuan dan memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan.
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Pasal 13

Ketentuan penetapan luas wilayahfjarak kedalaman untuk
pemberian izin pertambangan daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

Pemberian lzin di bidang Pertambangan dan Energi dalam hal-
hal tertentu apabila diperiukan harus mendapat rekomendasi dari
instansi terkait,

Pasal 15

(1) Semua lzin Pertambangan dan Energi diberikan untuk
jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang.

(2) Permohonan Perpanjangan surat Izin Pertambangan dan
energi di ajukan kepada Bupati Cq. Kapala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan selambat-lambatnya 3
(tiga) bulan sebelum berakhimya surat izin Pertambangan
dan energi.

(3) Tata cara pengajuan permohonan perpanjangan izin dan
syrat-syarat yang harus dipenuhi akan diatur lebih lanjut
dalam Surat Keputusan Bupati.

Fasal 16
(1)  Surat lzin Pertambangan dan energi tidak berlaku karena :
2. masa berakunya Surat Izin Pertambangan dan energi
telah berakhir dan tidak diperpanjang.

b. dikembalikan oleh Pemegang Izin sendiri dan telah
memenuhi kewajibannya.

¢. melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan dibidang Pertambangan dan energi.

d. pemegang Surat Izin Pertambangan dan Energi tidak

memenuhi kewajiban dan syarat-syarat yang telah
ditentukan dalam Surat Izin Pertambangan dan Energi,
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4

(2)

(1)

(2)

2 (dua) tahun setelah menghentikan usahanya, tanpa
memberikan alasan-alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan.

. pemegang izin meninggal dunia bagi pengusaha
perorangan.

Surat Izin Pertambangan dan Energi dibatalkan oleh Bupati

seluruhnya / atau sebagian karena alasan

a. Untuk Kepentingan Negara / Pemerintah,

b. Untuk kepentingan umum atau kelestarian lingkungan.

¢ Tidak mematuhi atau mengindahkan petunjuk yang
diberikan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 17

Pemegang izin dapat menyerahkan kembali sural izin
pertambangan dan energi dengan pernyataan lertulis yang
disampaikan kepada Bupati ¢.q Kepala Dinas Perindustrian
dan Perdagangan dengan disertai alasan-alasan yang
cukup,

Pengembalian izin dinyatakan sah setelah pemegang izin
menyelesaikan kewajiban-kewafibannya dan  telah
menerima surat pembatalan izin.

Pasal 18

Pemegang Surat Izin Pertambangan dan Energ yang dalam
melakukan usaha Pertambangan menemukan endapan galian
lain n_uﬂﬁgﬁﬁﬁmgfngggﬁ dan
gﬁgﬁggﬁﬂsggg:

(1

BAB Vil

PROSEDUR PENETAPAN PERSETUJUAN DAN REKOMENDAS!

Di BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Pasal 19
Penetapan persetujuan dan rekomendasi di bidang
pertambangan dan energi  diberikan oleh Bupati
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<)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

webelum  dikeluarkan persetujuan dan rekomendasi =

gggﬂ-ﬂ_:vﬁ;ﬂg
gmigﬁgggg
menelili. Mengevaluasi serta mendengan pendapat
masyarakat.

Bupati dalam menetapkan persetujan dan rekomendas
terlebih dahulu meminta persetujuan DPRD.

Prosedur persetujuan dan rekomendasi di bidang
pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan
Bupali.

BAB viIlI
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 20

Pemegang izin  sebelum memulai kegiatannya wajib
membuat  reklamasi  sebagai bagian dar rencana
pengembangan dengan mengacu pada rencana lata ruang
yang berlaku serta menaruh uang jaminan reklamasi pada
Bank Jatim dan/atau Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Pemegang izin wajib melakukan pemeliharaan lingkungan
di areal yang ditambang sejak tahap pra penambangan
(persiapan) penambangan atau (produksi) sampai pada
tahap pasca penambangan serta membuat peta awal
(topografi) dan batas-batas tempat tempat usahanya
sebagai batas penataan wilayah pertambangan.

Pemegang izin waijib menyampaikan laporan kegiatan,
laporan produksi, dan laporan reklamasi setiap bulan dan
setiap tiga bulan.

Pemegang izin bertanggung jawab terhadap segala
kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh wusaha
pertambangan dan energi baik didalam maupun diluar

wilayah pertambangan yang dilakukan secara sengaja
maupun karena kealpaannya.

Pemegang izin yang melakukan perbuatan melanggar
hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan
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(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

oo 1eny TERimbulkan kerugian kepada orang lain atau
lingkungan hidup diwajibkan membayar ganti rug.

Pemegang izin  pertambangan dan energi  tetap
bertanggung  jawab terhadap segala tunggakan
pembayaran retribusi beseria denda yang ada walaupun
waktu |zin Pertambangan dan Energi telah habis masa
lakunya.

BAB IX
PEMBINAAN DAN FENGAWASAN
Pasal 21

Pembinaan, pengawasan dan Pengendalian usaha
perlambangan umum, bahan galian Golongan ¢
pemanfatan  ajr, minyak dan gas  bumi serg
ketenagalistrikan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Jember bersama-sama instansi
terkait,

Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagai mana
dimaksud pada ayat 1 pasal ini berpedoman kepada
peraturan perundang- undangan yanga berlaky.

Untuk  kepentingan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian pemegang izin wajib  memberikan

Dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanan kegiatan
pertambangan dan energi Bupati membentuk kelompok
kerja yang anggotanya terdiri dari instansi terkait.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 22

Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan

seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pengelolaan
pertambangan dan energi.
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(£} Dalam kegiatan pertambangan dan energi _.:mhwmﬂrmﬂ‘,
berhak :
2. berperan serta dalam proses perijinan n_m_._um_._. cara
menyampaikan saran dan pendapat sebelum izin
dikeluarka:

b. menyampaikan informasi dan atay laporan yang
berkenaan dengan pengelolaan pertambangan dan
energi,

(3)  Tata cara menyampaikan saran, pendapat dan informasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diatur lebih
lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB XI
RETRIBUSI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Bagian Pertama
Nama,Obyek, Subyek, Retribusi
Pasal 23

Nama Retribusi adalah Retribusi Pertambangan dan Energi,
Pasal 24

Obyek Retribusi terdiri dari:

a. luas wilayah SIPD eksplorasi
b. luas wilayah SIPD eksploitasi
C. pemberian fjin-ijin tertenty

d. hasil pengelolaan dan produksi

Pasal 25

Subyek refribusi adalah setiap orang, badan hukum. koperasi dan
usaha usaha lajn yang melaksanakan usaha pertambangan dan
energi,

Bagian Kedua
Golongan Retribusi
Pasal 26
Golongan Retribusi adalah golongan perizinan tertentu dan hasil
pengelolaan serta hasil produksi di bidang pertambangan dan
energi.
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Pasal 28

Besarnya tarip ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun dan
ditetapkan dalam Peraturan Daerah

(1)

(2)

Bagian Keempat
Besarnya Retribusi
Pasal 29

Setiap pemberian iZn  dan Perpanjangan Surat (zin
Pertambangan Daerah (SIPD) dikenakan restribusi

Besarnya restribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

untuk semua jenis bahan galian golongan C ditetapkan

sebagai berikut ;

a. pemberian izin eksplorasi sebesar Rp. 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah ) setiap hektar:

b. pemberian izin eksploitasi
1. Luas wilayah 1{satu) sampai 2(dua) hektar sebesar
Rp. 250.000,- (dua ratus fima puluh riby rupiah)
setiap tahun:

2. Di atas 2 (dua) hektar sampai dengan 5§ (lima)
hektar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu
rupiah) per tahun;

3. Diatass (lima) hektar sampai dengan 10 (sepuluh)
hektar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
per tahun;

4. Diatas 10 (sepuluh) hektar sampai dengan 20 (dua

puluh) hektar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta
lima ratus ribu fupiah) per tahun;
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5. E!ﬂmuiﬁucgugm!sﬂn__nadﬂmu

(iga puluh) hektar sebesar Rp. 2 000 000.- (Dua
Juta rupiah ) per tahun;

6. Diatas 30 (tiga puluh) hekiar sampai dengan 40
(empat puluh) hektar sebesar Rp. 2 500 000,- (dua
juta lima ratus riby fupiah} per tahun;

7. Diatas 40 (empat puluh) hektar sampal dengan 50
(lima puluh) hektar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga
juta rupiah ) per lahun;

8. Di atas sp (ima  puluh) hektar sebesar
Rp. 3.500.000 - per tahun,

d. Atas pemberian iiin penjualan sebesar Rp 250.000
(dua ratus lima Puluh ribu rupiah ) per tahun

& Alas pemberian ijin pengangkutan Rp. 25 000; ( dua
puluh lima ribu rupiah ) per bulan.

Pasal 30

Retribusi pemanfaatan air bawah tanah ditetapkan sebagai
berikut:

b.

c

2in perusahaan Pengeboran air bawah tanah sebesar
Rp. 200.000 - (dua ratus riby fupiah),

Zin juru bor sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
izin pengeboran -

1. untuk sumur kesaty dikenakan sebesar Rp, 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah);

2 untuk sumur kedua dikenzkan sebesar Rp.. 600.000-
_Hm_.wm._._._qﬂﬁ_nucq:tﬁ_._".u
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d.

RN e S e o S B T T T
(tujuh ratus lima ratus riby Eu_u_.;.

pemberian izin pengambilan air bawah tanah dikenakan
retribusi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 31

Retribusi di bidang minyak dan gas bumi

izin pendirian dan Penggunaan gudang bahan peledak
Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupizah);

izin pembukaan kantor cabang perwakilan Rp. 150.000 -
(seratus lima puluh ribu);

izin pendirian depot lokal Rp. 500.000- (lima ratus ribu
rupiah);

izin pendirian stasiun pengisian bahan bakar untuk umum
(SPBU) Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus riby rupiah);

izin pemasaran jenis-jenis bahan bakar khusus untuk mesin 2
(dua) langkah Rp. 100,000 - (seratus ribu rupiahy);

izin  pengumpulan dan penyaluran
Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

pelumas bekas

Pasal 32

Retribusi di bidang ketenagalistrikan :

a.

izin untuk usaha tenaga listrik kepentingan sendiri
Rp. 100.000,- (seratus riby rupiah);

izin untuk usaha tenaga listrik kepentingan umum
Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

izin untuk usaha Penunjang tenaga listrik Rp. 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah) .
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(1)

(2)

(1)

(2)

-

Bagian Kelima
Pengelolaan Retribusi
Pasal 33

Retribusj pertambangan dan energi dikelola oleh Dinas
Perindustrian dan Perdagangan, dan disetorkan ke kas
daerah Kabupaten Jember;

Pengelolaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pasal ini diatur lebih lanjut dalam keputusan Bupati.

BAB Xl
PENYIDIKAN
Pasal 34

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak
pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah, dapat juga
dilakukan oleh Penyidik Pegawai MNegeri Sipil ( PPNS ]
dilingkungan  Pemerintah Kabupaten  Jember yang
pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Dalam tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil
sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai
wewenang :

a. menerima, mencan, mengumpulkan dan  meneliti
keterangan atay laporan berkenaan dengan tindak
pidana dibidang pertambangan dan energ agar
keterangan atau laporan tersebut lengkap dan jelas;

b, meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilaukan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang pertambangan dan energi;

€. meminta keterangan akan bahan bukti dari orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
pertambangan dan energi;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-

dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang
pertambangan dan energi.
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# Pasal 38

T ame TN WaETRE NN ft

- Pasalas _ Hal-hal yang belum diatur dalam _umqm__._m_:_ Daerah ini akan

m (1) Pemegang izin Yang secara melawan hukum melakukan e e o

_ perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atay . BAB XV

! Perusakan lingkungan hidup, diancam dengan hukyman KETENTUAN PENUTUP

i Pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 Ayay (1) Pasal 39
::nm:n.::ﬁ_.mzm Nomor 23 Tahun 1gg7 Tentang : ) K
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Daerah ini mulai beriaku sejak tanggal diundangkan.

(2)  Pemegang izin yang karena kealpaannya melakukan Agar  sefiap  orang mengetahuinya,  memerintahkan

perbuatan yang mengakibatkan Pencemaran dan/atay M:m::nm:mm: Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya
Perusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman mm_m_._.__ lembaran Daerah Kabupaten Jember.

pidana sebagaimanga tercantum dalam Pasg) 42 Ayat (1
.....__._n_m:m-c:nm:n Nomor 23 Tahun 1g97 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ditetapkan di - Jember

Padatanggal : 29 Jui 2002
Pasal 35

BUPATI JEMBER
{1) rm:._mmm__._m_ iZin yang melanggar ketentuan Pasa 6 , Pasal

28, Pasal 30, pasa) 31, dan Pasal 37 diancam pidana ttd
kurungan paling lama g (enam) bulan dan/atau denda ;
Paling banyalk Rp. 5.000.000; (lima juta Tupiah); Drs. H. SAMSUL HADI SISWOYO, Msi

(2)  Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

di : Jember
adalah pelanggaran; Diundangkan di

Pada tanggal  : 30 Juli 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBER

BAB Xiv
KETENTUAN PERALIHAN Ttd
Pasal 37
i Drs. H. DIOEWITO, MM
i (1) Izin Pertambangan dan energi yang dikeluarkan sebelum f " PembinaTk. I
: berlakunya Peraturan daera inidinyatakan tetap beriaky ] NIP.510074249

dan wajib diganti sesyaj dengan Peraturan Daerah inj
sampai habis masz berlakunya,

(2)  Apabila izin pertambangan dan energi  sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak diganti maka izin
dinyatakan tidak berlaky,

—
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UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Tl Kelimantan 37 Kompus Tegalboto Kotok Pos 9 Jember 63121
® (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

DEPARTEMEN PENDIDIKAN-NASIONAL

Tembusan Kepada :

956 [125,1.1/PP.9/ 200k Jember

+ KONSULTAS]

Yth.Pimpinan Badan Perindustrian
Dan Perdacangan Jemba-
dl =
J BHETE

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama i
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama *LIZA DTAN R.TIE IMDRAYANT

NIM : 000710101160

Program :S1 [Iimu Hukum

Alamat +dl, Letjon Suprapto GzaIV/9 Jember,

13 Maret 2004

ni dengan hormat

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah "Studi Tentang Fertanggung
Jawaban Penzusaha Baty Kapir Di Desa Grenden Eeca
matan Puger Ditinjau Menurut Undang = Undang Nomer

23 Tahun 1997 n,

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untulk melengkapi bahan

Penyusunan
Atas bantuan dan kerjasama vang baik kami ucapkan teri

it -.:' I.--'Erh F'_“'.I':,;?\\ DEkaﬂ.
/ S '"-;'1}-
s ‘{ -.::’-‘;
I : ,"”E'I‘.
. Ir'j 11 G PJ.'I.RDN P
=T NI, 180 80

A 'ilr

* Yth. Ketua Bagian .K?.-j."-}.'i.'n..';1.1.'.:.-.-.|......
* Yang bersangkutan

* Arsip

makasih,

TUS, S.1L, S.U.
8 985
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PEMERINTAH | KABUPATEN JEMBER

DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
- DAN PENANAMAN MODAL

J1. Kalimantan No. 82, Telp/Fax. (0331) 334497 Jember

S RANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini kami, menerangkan bahwa :

Nama : LIZA DIAN RATIH INDRAY ANI
NIM : 000710101160

Program ;51 llmu Hukum

Alamat : :  JL Letjen Suprapto Gg. 1V/9 Jember

Telah berkonsultasi tentang masalah “ Studi Tentang Pertanggung Jawaban Pengusaha Batu
Kapur di Desa Grenden Kecamatan Puger ditinjau menurut Undang-undang Nomor : 23
Tahun 1997 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten
Jember.

Demikian untuk dapatnya dipergunakan seperlunya.

Jember, 21 Juni 2004

An. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL

~ NIP: 010 089 513
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